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SAMBUTAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN RI
PADA
SEMINAR SEHARI LPSK
“PEMENUHAN HAK REHABILITASI PSIKOSOSIAL BAGI SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA”
Yang saya hormati:

· Ketua Komisi III DPR RI,
· Ketua LPSK,
· Para Nara Sumber serta,
· Hadirin sekalian yang saya hormati,

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua,

Om swastiastu

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bersama-sama diberi kesempatan untuk menghadiri Seminar sehari LPSK dengan Tema Pemenuhan Hak Rehabilitasi Psikososial bagi Saksi dan Korban Tindak Pidana.
Rakor ini saya anggap sangat penting dan strategis karena pada kesempatan ini kita bersama-sama akan membedah dan memperjuangkan pemahunan hak-hak bagi saksi dan korban tindak pidana khususnya dalam hal rehabilitasi psikososial.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang telah menginisiasi seminar sehari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para panitia, para nara sumber, serta para undangan yang telah hadir untuk berperan serta secara aktif.
Hadirin yang kami muliakan,
Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban ditujukan untuk memperjuangkan pemenuhan hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.
Sebagai gambaran tentang permohonan perlindungan terhadap saksi dan korban pada dua tahun terakhir, pada tahun 2013 terdapat 1.555 kasus yang sebagian besar (1.151 kasus) merupakan saksi dan korban pelanggaran HAM berat, kemudian disusul dengan kasus tindak pidana umum, kasus perdagangan orang, kasus korupsi, kasus narkotika, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan kasus terorisme. Trend atau kecenderungannya yang sama terjadi pada tahun 2014, namun jumlahnya turun menjadi 1.074 kasus.
Penyelesaian kasus khusus pada Tahun 2014, baru sebagian kecil saja yang dapat diselesaikan yaitu yang sudah diputus mendapatkan layanan sebanyak 685 permohonan, dan yang diputus ditolak sebanyak 296 permohonan, sedangkan sisanya akan diselesaikan pada Tahun 2015.
Hadirin sekalian yang kami hormati,
Pemenuhan hak saksi dan korban untuk menyelesaikan permasalahan seperti mekanisme perlindungan saksi dan korban untuk kasus-kasus kejahatan yang terorganisir, terutama dalam perlindungan saksi dan korban anak-anak dan perempuan perlu mendapatkan prioritas. Di samping itu juga untuk mencegah keengganan saksi maupun korban untuk memberikan keterangan yang diperlukan untuk pengusutan.
Dalam melaksanakan tugas yang diemban maka LPSK perlu mendapatkan dukungan dari kita semua baik itu sarana, prasarana, maupun sumberdaya manusianya. 
mengingat wilayah negara kita terbentang sangat luas, maka LPSK yang selama ini masih tersentralisasi di Jakarta, perlu dipikirkan untuk membuka perwakilan LPSK di beberapa propinsi prioritas. Hal ini untuk memperluas jangkauan dan mempermudah penyelesaian kasus.

Koordinasi dan kerjasama antara LPSK dengan aparat penegak hukum harus dilakukan lebih kongkrit, seperti dalam bentuk MoU dalam penanganan saksi dan korban mulai dari tingkat penyidikan, pendampingan di pengadilan, sampai memastikan hak-hak korban terpenuhi sesuai dengan putusan hukum.
Dalam banyak kasus, LPSK harus menunjukkan peran strategisnya, setidaknya dalam dua hal fundamental agar para saksi dan korban dapat memberikan kesaksian sebagaimana mestinya dalam rangka pencarian dan pengungkapan kebenaran, yaitu:
Pertama, penanganan cepat dan memberikan jaminan keamanan kepada para saksi dan korban terkait keselamatan jiwa,
Kedua, menjaga agar para saksi dan korban tidak mendapatkan intimidasi atau doktrinasi tertentu.
Di samping itu LPSK dituntut agar bisa memastikan bahwa saksi dan korban memperoleh haknya di bidang medis, psikologis, perlindungan jiwa, pengawalan, sampai restitusi sesuai keputusan hukum yang mengikat.
Hadirin yang saya hormati,
Maraknya tindak kekerasan dan kejahatan terutama terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, pornografi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kejahatan seksual terhadap anak, sering terjadi saksi dan korban tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal apalagi pemenuhan terhadap hak-haknya. Ke depan, Pemerintah pusat bersama-sama dengan lembaga masyarakat sudah mempunyai agenda untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban, yang tertuang dalam kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, pencegahan dan penanganan pornografi dan pornoaksi, pencagahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak, dan bahkan mencanangkan Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Anak (GN-AKSA). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memfasilitasi korban dengan akses melalui telpon pengaduan, Kementerian Sosial mengembangkan telpon sahabat anak (TESA), Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW), dan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Kepolisian bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan mengembangkan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di rumah sakit POLRI Pusat dan Rumah Sakit Bhayangkara pada setiap propinsi. 
LPSK harus dapat mengambil peran aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam setiap upaya melindungai dan memenuhi hak-hak bagi saksi dan korban tindak pidana.
Hadirin yang saya hormati,
Sekali lagi kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para panitia, para narasumber, dan peserta seminar sehari ini, dengan disertai harapan agar pertemuan ini dapat menghasilkan berbagai masukan, sumbang saran, dan pemikiran yang terbaik guna melaksanakan upaya kita dalam memenuhi hak saksi dan korban tindak pidana.
Akhirnya dengan memohon ridho Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas nama kita semua, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini Seminar Sehari LPSK dengan Tema “Pemenuhan Hak Rehabilitasi Psikososial Bagi Saksi Dan Korban Tindak Pidana” saya nyatakan secara resmi dibuka. Semoga Allah SWT meridhoi usaha kita semua. Aamiin.

Wassalamu’alaikum .wr wb.

Om Shanti Shani Shanti Om

Jakarta, 15 September 2015

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Puan Maharani
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